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MOTTO

Hidup bernegara itu ibadah, dan pajak adalah
kewajiban  setiap warga negara, jadi
membayar pajak itu merupakan ibadah.

(Direktur Jenderal Pajak)
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9. Teman-teman seperjuangan D 1] Perpajakan angkatan 1998 tanpa terkecuali,
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BAB I

1.1 Latar Belakang

Di dalam menjalankan pembangunan; pemerintah membutuhkan dana
yang cukup banyak serta harus berjalan secara terus menerus dan dalam tahap
demi tahap yang terencana dengan baik. Menurut Siagian (1983:9) pembangunan
merupakan usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana
vang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju
modernisasi dalam rangka pembinaan negara.

Dalam era sekarang ini pajak merupakan primadona dalam hal penerimaan
negara karena selain sektor pajak sektor yang lainnya tidak mampu untuk menjadi
komoditas andalan utama dalam penerimaan negara, sebab sektor ini mulai
terpuruk seiring dengan makin terpuruknya perekonomian di Indonesia. Sektor
lainnya ini adalah ckspor migas dan ekspor non migas. Satu-satunya scktor
penerimaan negara yang masih dapat diandalkan adalah sektor pajak karena pajak
tidak dapat habis tetapi semakin lama semakin besar penerimannya.

Dalam hal pemungutan pajak harus seefektif dan seefisien mungkin karena
hasil yang maksimal menentukan besar kecilnya pajak yang diterima pemerintah.
Pajak yang dipungut dapat berupa Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Pajak Pusat
disini antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan
Pajak Pertambahan Nilai dan Paj'ak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan
Pajak Daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Permukaan dan
Air Bawah Tanah.

Saat ini negara [ndonesia sedang memasuki era otonomi daerah, sehingga
daerah tersebut harus mampu mencukupi anggaran daerahnya sendiri tanpa harus
selalu bergantung pada Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah akan
mengoptimalkan  pendapatannya  dari  sektor Pajak  Daerah  untuk

mencukupi anggarannya agar tidak terjadi defisit anggaran, vang antara lain
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diambil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Permukaan dan Air
Rawah Tanah.

Atas dasar tersebut di atas maka penulis mengangkat judul: Prosedur
Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang
1.2.1 Tujuan Program Magang
Tujuan Program Magang yang hendak dicapai adalah:

1. Penulis dapat mempraktekkan langsung ilmu yang didapat dari bangku kuliah
dengan kenyataan yang ada di lapangan yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso.

2. Penulis dapat mengetahui dan mengerjakan administrasi perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso.

1.2.2 Kegunaan Program Magang
Kegunaan yang dapat diperoleh setelah mengikuti program magang ini
adalah:
. Bagi Mahasiswa
Menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas
mengenai tata cara, prosedur dan sistem kerja pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bondowoso pada umumnya dan pada khususnya yang
berkaitan dengan judul yaitu prosedur pengenaan Pajak Air Bawah Tanah pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan dalam rangka

pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai tambahan masukan ilmu bagi
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Program Diploma Il Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember dimasa mendatang,

el

Bag Instansi

Dengan adanya program magang ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan berupa saran-saran, tenaga dan pemikiran yang bermanfaat bagi

instansi tersebut

4. Bagi Penulis

a. Dapat mencrapkan dan membandingkan antara teori yang diperolch
dibangku kuliah dengan praktek di lapangan.

b. Sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi pada Program
Diploma I1I Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.
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BABII
GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAII
KABUPATEN BONDOWOSO

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bondowoso yang sudah dibentuk dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1979, maka Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dipandang perlu untuk menyempurnakan
susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1989
Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat 11.

Untuk itu susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 15 Mei 1989 Nomor 23 Tahun 1989 perlu disempurnakan lagi dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991. Dimana susunan organisasi dan tata kerja
Dinas Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 adalah
sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

55

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

o o

Seksi Penetapan

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

i

Seksi Penagihan

g. Unit Penyuluhan
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Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Dacrah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Daerah, maka akan terjadi perubahan yang mendasar pada Pemerintah
Dacrah terutama dalam hal pembiayaan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu
dituntut untuk bisa membiayai keperluan daerahnya sendiri-sendiri tanpa harus
bergantung pada Pemerintah Pusat. Dengan begitu Pemerintah Daerah tidak sampai
mengalami defisit anggaran yang dikhawatirkan bisa membuat gejolak sosial dimana-
mana yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem pemerintahan baik itu sistem
Pemerintahan Pusat maupun .s.istem Pemerintahan Daerah. Untuk itu guna
memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas
Daerah Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari 23 Dinas antara lain sebagai berikut:

Dinas Pendapatan Daerah

g @

Dinas Peternakan

Dinas Kesehatan

poo

Dinas Pendidikan Nasional
Dinas Perikanan
Dinas Bina Marga

Dinas Ketahanan Pangan

= ® ™ 0

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pasar

e

Dinas Kesejahteraan Sosial

— .

k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

I Dinas Perkotaan, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah
m. Dinas Pengairan dan Pemberdayaan Pedesaan

n. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

0. Dinas Perhubungan

p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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Dinas Pertanahan

Dinas Pariwisata

Dinas Penanaman Modal

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Informasi dan Komunikasi

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

w. Dinas Kependudukan

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29 Tahun 2000

tanggal 5 Desember 2000, maka Dinas pendapatan Daerah mempunyai susunan

organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

a.
b.

a o

-0

Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
Sub Dinas Penetapan

Sub Dinas Pembukuan dan pelaporan

Sub Dinas Penagihan

2.2 Kedudukan dan Tugas
Kedudukan

Dinas Pendapatan daerah merupakan Perangkat Daerah dalam urusan

2.2.1

a.

222

Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Tugas

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan Pendapatan Daerah
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2.3 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Dinas Pendapatan Daerah
yelengg g p p

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

d.

Perumusan kebijakan tel'mis, pemberian bimbingan dan pembinaan
koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah
kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, dalam
hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak

Penetapan besarnya Pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada
wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan
Ketetapan Pembayaran yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada
petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan vyang ada dibawah
pengawasannya

Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah,
Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya

Pengawasan dan koordinasi atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan yang dilimpahkan oleh Mentern Keuangan kepada Daerah
Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendataan, penetapan
dan penagihan Pajak Daerah, Penerimaan Asli Daerah serta Pajak Bumi dan
Bangunan

Penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan

Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan
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2.4 Visi dan Misi
2.4.1 Visi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menunjang pelaksanaan otonomi dacrah
2.4.2 Misi
a. Mensosialisasikan Peraturan Daerah sebagai instrumen
b. Menjaring potensi Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
¢. Melaksanakan pendataan Subyek Pajak, Obyek Pajak, Retribusi dan
penetapan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, penagihan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang telah ditetapkan

2.5 Susunan Organisasi
1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha
¢. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
d. Sub Dinas Penetapan

€. Sub Dinas Pembukuan dan pelaporan
f.  Sub Dinas Penagihan

2. Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas masing-masing di pimpin oleh
Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah

3. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Kepegawaian

¢. Sub Bagian Keuangan
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b. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

¢ Pelaksanaan Sub Bagian Umum

* Pelaksanaan Sub Bagian Kepegawaian

¢ Pelaksanaan Sub Bagian Keuangan

¢. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

e Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan
pemeliharaan perlengkapan

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha

d. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

¢ Melaksanakan pengelolaan kepegawaian

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha

e. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

¢ Melaksanakan pengelolaan keuangan

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
a. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan' mempunyai tugas:

e Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah

¢ Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

e Membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan
Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
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Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

Pelaksanaan Sub Bagian Umum
Pelaksanaan Sub Bagian Kepegawaian

Pelaksanaan Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan
pemeliharaan perlengkapan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan kepegawaian

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan keuangan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Tata Usaha

3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

a. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas:

Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah

Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan
Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.

Digital Repository Universitas Jember

11

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi:

Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui
formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan
subyek Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Dacrah, melalui
formulir surat pemberitahuan serta pemeriksaan lokasi atas tembusan
surat Dinas dan instanst lain

Penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah,
menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan
dengan pendaftaran dan pernyataan

Penyampaian SPOP Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan olch
Direktorat Jenderal Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut

dari para Wajib Pajak

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas:

Mendistribusikan dan menerima kembali formulir yang telah diisi oleh
Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah yang belum diterima kembali

Mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas:

Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek Pajak

dan Retribusi Daerah

‘Melakukan pemeriksaan lapangan dan melaporkan hasilnya

Membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pendaftaran dan Pendataan

e. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas:

Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi Daerah

Memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang
berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan

Membantu melakukan penyampaian SPOP Pajak Bumi dan Bangunan
kepada para Wajib Pajak

Mcnerima kembali isian SPOP Pajak Bumi dan Bangunan dari para
Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pendaftaran dan Pendataan

4. Sub Dinas Penetapan

a. Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas:

Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi
Daerah yang terhutang

Menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan
Retribusi Daerah

Melaksanakan Tata Usaha jumlah ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah,
berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar

Himpunan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

¢ Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas
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b. Sub Dinas Penetapan mempunyai fungsi:

. Perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Perhitungan jumlah angsurém pemungutan/pembayaran/penyetoran
atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui

Penerbitan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat
perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan

Penerimaan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan beserta Datftar
Himpunan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan

kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait

c. Seksi Perhitungan mempunyai tugas:

Melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan
penetapan tambahan Pajak dan Retribusi Daerah
Melaksanakan tugas-tugas vyang diberikan oleh Kepala Seksi

Penetapan

d. Seksi Penerbitan Surat Kctctapan mempunyai tugas:

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi, Surat
Perjanjian Angsuran dan Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya
Mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi
Daerah

Membantu direktorat Jenderal Pajak dan melakukan penyampaian dan
penyimpanan arsip SPPT Pajak Bumi dan Bangunan serta dokumen
lainnya

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Penetapan
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¢. Secksi Angsuran mempunyai tugas:

L

Menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian
angsuran dan surat pengelolaan angsuran pemungutan / pembayaran /
penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah

Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Kepala Sub Dinas
Penetapan

5. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

a. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

Melaksanakan pembukuan dan pelaporan  mengenai  rcalisasi
penerimaan, tunggakan pajak, Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan
Bangunan serta pengelolaaﬁ benda berharga

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

Pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan /
pembayaran / penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam kartu
jenis Pajak dan Retribusi Dacrah, kartu Wajib Pajak dan Retribusi
Daerah, kartu Wajib Pajak dan Retribusi Dacrah serta kedalam kartu
pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pembayaran

Penataan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta
penerimaan uang hasil pemungutan benda berharga serta penerimaan
uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan
benda berharga

Pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pemungutan / pembayaran /
penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan
pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga serta bulanan,
triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak

Bumi dan Bangunan
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Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyati tugas:

Menerima dan mencatat semua SKP, SKB, surat-surat ketetapan pajak
lainnya serta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Menerima dan mencatat semua SKP dan SKB serta surat-surat
ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas

Mencatat penerimaan / pembayaran / penyetoran Pajak Bumi dan
Bangunan serta menghitung tunggakannya

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas:

Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti
penerimaan benda berharga , bukti pengeluaran pengambilan benda
berharga, penerimaari uang hasil pemungutan benda berharga
Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pembukuan dan Pelaporan

Scksi Pelaporan mempunyai tugas:

Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan
tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan
Menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan
persediaan benda berharga

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Pembukuan dan Pelaporan
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6. Sub Dinas Penagihan

a. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas:

Melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
telah melampaui batas waktu jatuh tempo dan penagihan Retribusi
Daerah yvang tidak diatur dan dipungut oleh dinas lainnya

Melayani permohonan keberatan banding

Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah
lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas

b. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas:

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Pelayanan permohonan keberatan dan banding sesuai dengan batas
kewenangan

Pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan

lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah

c. Seksi Penagihan mempunyai tugas:

Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi
yang berhubungan dengan penagihan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

Penagihan

d. Seksi Keberatan mempunyai fungsi:

Menerima dan melayani surat permohonan keberatan dan surat
permohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi

Daerah

Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

17

e Meneruskan  penyelesaian  permohonan  banding ke Majelis
Pertimbangan Paiak

¢ Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibertkan aleh Kepala Sub Dinas
Penagihan

¢. Seksi Pengelataan Penertmaan Sumber Lata-Lain mempunyai tugas:

e  Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan di uar
Pajuk dan Retribusi Daeraly sesuat dengan Pecaturan Perundangan
yang berlaku

* Metaksanakan tugas-tugas lain vang ¢t bertkan ateh Kepala Sub Dinas
Penagihan
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PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata bagi mahasiswa Diploma 11 Perpajakan adalah mata
kuliah wajib yang harus ditempuh selama satu bulan pada beberapa lokasi yang telah
ditentukannya sendiri antara lain: Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Negara dan Badan Usaha Milik Swasta yang hasilnya nanti digunakan untuk
pembuatan laporan tugas akhir guna menyelesaikan Program Studi Diploma [l
Perpajakan Universitas Jember. Sebelum dilaksanakannya Praktek Kerja Nyala ada
beberapa persiapan yang harus dilakukan antara lain:
a. Pembekalan
Sebagai tahap awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa Diploma
IIl Perpajakan harus mengikuti pembekalan mengenai progaram Prakiek
Kerja Nyata.
b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata
Untuk menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata, mahasiswa Diploma Ii]
Perpajakan yang telah.memenuhi syarat untuk mengikuti Praktek Kerja
Nyata yaitu mereka yang telah menempuh dengan total kredit 100 SKS
diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri lokasi Praktek Kerja
Nyata antara lain: Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Swasta.
c. Observasi
Setelah menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata maka mahasiswa Diploma
Il Perpajakan yang bersangkutan akan melakukan observasi langsung ke
lokasi Praktek Kerja Nyata sekaligus dengan membawa surat tugas dari

Fakultas limu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember dan proposal.
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Untuk mengumpulkan data guna menyelesaikan laporan tugas akhir,
mahasiswa Diploma IIT Perpajakan sclain melakukan kegiatan di atas juga bisa
mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku vang ada di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang berhubungan dengan judul
laporan tugas akhir, Undang-Undang tentang perpajakan dan literatur-literatur lain
yang berhubungan dengan perpajakan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan
selama satu bulan dengan bekerja secara langsung membantu dan ikut serta
menjalankan aktivitas yang ada” pada instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu dilaksanakan selama satu bulan
terhitung mulai tanggal 24 September 2001 sampai dengan 24 Oktober 2001, hari
Senin sampai dengan hari Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
yang didahului dengan apel pagi dan diakhiri dengan pelaksanaan apel siang. Khusus
hari Jumat mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB diadakan olah
raga atau kegiatan kerja bakti di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
Sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur, karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso menganut sistem lima hari kerja.

Sclama Praktek Kerja Nyata aktivitas yang dilakukan adalah untuk
memperoleh informasi tentang data-data yang berhubungan dengan perpajakan,
Khususnya yang menyangkut hubungan dengan laporan tugas akhir. Untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan laporan tugas akhir maka dalam
penulisannya, penulis menggunakan beberapa metode penulisan antara lain dengan
cara:

a. Metode Wawancara

Yaitu dengan cara penulis mengadakan komunikasi langsung dengan
karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang
berkaitan dengan perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso, khususnya yang berhubungan dengan Judul laporan tugas
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akhir yaitu Prosedur Pgngenaan Pajak Air Bawah Tanah Pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
b. Metode Observasi

Yaitu dengan cara penulis mengamati secara langsung terhadap lokasi dan

keadaan tempat Praktek Kerja Nyata yang disini adalah Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Bondowoso

¢. Metode Dokumentasi

Yaitu dengan cara penulis mencari data-data yang tersimpan di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dan berkaitan dengan judul

laporan tugas akhir berupa: surat setoran, surat pemberitahuan pemakaian

air, surat ketetapan setoran bulanan

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

[_Waktu Pelaksanaan

Kegiatan

Minggu Pertama

Diterima di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata
vang diwakili oleh Kasi Tata Usaha vaitu Bapak
Alimudin.

Perkenalan dengan karyawan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso yaitu dengan karyawan bagian
tata usaha, karyawan bagian pendafiaran dan pendataan,
karyawan bagian penetapan, karyawan bagian
pembukuan dan pelaporan dan karyawan bagian
penagihan.

Pengenalan  lingkungan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Pembagian tempat Praktek Kerja Nyata yang diawali
dengan bagian tata usaha.

Membantu karyawah dibagian taa usaha.
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Minggu Kedua

Membantu  karyawan dibagian  pendaftaran  dan
pendataan serta karyawan dibagian penetapan.
Melaksanakan -tugas di luar Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Mendapatkan data tentang gambaran umum serta tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
BondoWoso. .

Mendapatkan informasi tentang struktur organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
Mendapatkan data yang diperlukan khususnya yang
berhubungan dengan Prosedur Pengenaan Pajak Air
Bawah Tanah.

Minggu Ketiga

Membantu karyawan di  bagian pembukuan dan
pelaporan.
Melaksanakan tugas di luar Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso.

Mengadakan wawancara dengan karyawan Dinas |

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang hal-
hal yang berhubungan dengan perpajakan khususnya
yang berkaitan dengan judul laporan tugas akhir vaitu
Prosedur Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah.

Mcmbantu mengisi Surat Ketetapan Sctoran Bulanan.

Minggu Keempat

Membantu karyawan dibagian penagihan.

Melaksanakan tugas di luar Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Mengadakan wawancara terakhir dengan karyawan
Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Bondowoso

tentang hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan
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khususnya yang berkaitan dengan judul laporan tugas
akhir yaitu Prosedur Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah.

- Pelepasan Praktek Kerja Nyata Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso

3.2 Obyek dan Subyek Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak merupakan salah satu dari sckian banyak penghasilan atau pendapatan
atau pemasukan bagi Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan umum, diantaranya untuk
membiayai pembangunan guna menuju masyarakat yang adil dan makmur dan juga
digunakan untuk membiayai semua pengeluaran untuk bidang Pemerintahan.

Pajak Dacrah merupakan salah satu aset dari Pemerintah Daerah guna
membiayai Pemerintahannya, Pajak Daerah disini ada beberapa macam diantaranya
adalah: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak [liburan, Pajak Ilotel dan
Restoran, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut dengan pajak
adalah pungutan dacrah atas pemanfaatan air bawah tanah. Scdangkan air bawah
tanah sendiri diartikan sebagai air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang
muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Obyek Pajak pemanfaatan air bawah tanah menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bondowoso Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan air bawah
tanah. Obyek Pajak pemanfaatan a'ir bawah tanah dapat dikecualikan jika:

a. Pengambilan air bawah tanah oleh Pemerintah Pusat ataupun oleh

Peamerintah Daerah

b. Pengambilan air bawah tanah untuk kepentingan pengairan pertanian

rakyat
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¢. Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga
d. Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan sosial, ibadah dan
pendidikan
Untuk Subyek Pajak pemanfaatan air bawah tanah adalah orang pribadi atau
badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah, sedangkan Wajib
Pajak dari pemanfaatan air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil air bawah tanah.

3.3 Dasar Penghitungan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bondowoso Nomor
Il Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak pemanfaatan air bawah tanah adalah
nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau
seluruh faktor-faktor diantaranya adalah:

a. Jenis sumber air
b. lLokasi sumber air

Volume air yang diambil

e o

Kualitas air

e. Luas areal tempat pemakaian air

onz]

Musim pengambilan air
g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan
atau pemanfaatan air
Cara menghitung nilai perolehan air adalah mengalikan volume air yang
diambil dengan harga dasar air yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah
dan juga memperhatikan faktor-faktor sebagaimana yang ada diatas. Sedangkan tarip
pajak pemanfaatan air bawah tanah adalah sebesar 20%. Cara menghitung pajak yang

terutang untuk pemanfaatan air bawah tanah adalah sebagai berikut:
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Dasar Pengenaan Pajak = Volume Air X Harga Dasar

Pajak Terutang = 20% X Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Terutang = 20% X Volume Air X Harga Dasar
Adapun masa pajak pemanfaatan air bawah tanah adalah jangka waktu vang lamanva
satu tahun takwim, pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air

bawah tanah.

Contoh penghitungan:

Perusahaan Penggilingan tebu PT Ababil yang ada di Bondowoso pada tahun
produksi 2001 yang dilakukan pada bulan Agustus 2001sampai dengan bulan
Oktober 200 I membutuhkan air untuk penggelontoran mesin-mesin pabrik yang telah
selesai digunakan untuk memproduksi gula pada tahun produksi 2001sebesar

3.000.000 M3 air. Hitung pajak yang terutang untuk pemanfaatan air bawah tanah

tersebut.

Berikut ini adalah cara penghitungannya:
Dasar Pengenaan Pajak = Volume Air X Harga Dasar
Dasar Pengenaan Pajak = 3.000.000 X Rp. 450
Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 1.350.000.000
Pajak Terutang = 20% X Rp. 1.350.000.000
Pajak Terutang = Rp. 270.000.000

PT Merbabu di Bondowoso yang bergerak dibidang perumahan (real estate)
tiap bulan membutuhkan air sebanyak 1.000 M3 yang digunakan untuk campuran
bahan bangunan pembuat rumah pada tahun 2001. Pada akhir tahun kontraktor PT
Merbabu ingin menghitung pajaknya.

Berikut ini adalah cara penghitungannya:

Dasar Pengenaan Pajak = Volume Air X Harga Dasar
Dasar Pengenaan Pajak = 1.000 X Rp. 200
Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 200.000
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Pajak Terutang = 20% X Rp. 200.000
Pajak Terutang = Rp. 40 000

Pajak Terutang = 12 X Rp. 40.000
Pajak Terutang = Rp. 430.000

Adapun tarip Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dapat dilihat pada tabel
berikut ini: '
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Tarip pajak vang dikenakan pada pemanfaatan air bawah tanah tidak selalu

sama hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

a.

b.

Jenis usaha

Tarip Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk usaha komersial berbeda
dengan tarip Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk usaha non komersial
karena pada usaha komersial mereka akan mendapatkan untung dari usahanya
dalam hal pemanfaatan air bawah tanah tersebut sedangkan pada usaha non
komersial pada umumnya mereka hanya memanfaatkan air bawah tanah hanya
untuk keperluan hidupnya sehari-hari saja (untuk rumah tangga) dan untuk
keperluan sosial dalam artian tidak untuk mencari untung dalam pemanfaatan air
bawah tanah

Banyaknya air yang digunakan

Semakin banyak air yang digunakan dalam hal pemanfaatan air bawah tanah,
semakin tinggi pula tarip yang dikenakan, kecuali untuk rumah ibadah dan rumah
sakit pemerintah, karena kedua tempat tersebut merupakan sarana umum vang

banyak digunakan oleh masyarakat dan tidak digunakan untuk mencari

keuntungan

3.4 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Pemanfaatan Air BawahTanah

Tata cara perhitungan dan penetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah

adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Kepala Daerah
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah

b. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan

dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
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c. Wajib Pajak yang membayar sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang

d. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan:

e Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
¢ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
e Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak vang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak

b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan dalam
Jjangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak
yang Kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua
puluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
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kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil diterbitkan apabila jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila
kewajiban membavar pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak -Daerah Kurang Bayar Tambahan tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah ditambah dengan sanksi administrasi berupa

bunga 2% sebulan.

3.5 Tata Cara Pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Tata cara pembayaran pajak pemanfaatan air bawah tanah adalah sebagai

berikut:

a. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah

b. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain vang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya | X 24
jam atau dalam waktu vang ditentukan oleh Kepala Daerah

¢. Pembayaran pajak seperti diatas dilakukan dengan Surat Setoran Pajak
Daerah

Dalam hal tata cara pembayaran pajak pemanfaatan air bawah tanah harus

memperhatikan beberapa hal berikut ini antara lain;
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

b. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan
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c. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak vang
belum atau kurang dibayar

d. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2%
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar

¢. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata

cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah

3.6 Tata Cara Penagihan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bondowoso Nomor
11 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tata
cara penagihan pajak pemanfaatan air bawah tanah adalah sebagai berikut:

a. Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebhagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari sejak
saat Jatuh tempo pembayaran

b. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tangal Surat Teguran dan Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terutang

¢. Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis
dikeluarkan oleh Pejabat

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka

waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak yvang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa dan
Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat dua puluh satu hari seiak
tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24

jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat
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Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak
belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat sepuluh hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang
Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita

memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

3.7 Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

Permohonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan  dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak
Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah harus disampaikan
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-
lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah atau

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah dengan memberikan

alasan yang jelas. Kepala Daerah atau Pejabat paling lama tiga bulan sejak surat
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permohonan diterima  sudah harus memberikan keputusan, apabila sctelah
lewat waktu tiga bulan Kepala Dacrah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.

3.8 Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

¢. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Luar Biasa

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia paling lama tiga bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Dacrah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Luar Biasa,Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil diterima oleh Wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

3.9 Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat Wjib Pajak
b. Masa Pajak

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak

d. Alasan yang jelas
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Jika lebih dari jangka waktu dua belas bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak Kepala Dacrah atau Pcjabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembavaran pajak
dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Dacrah [Lebih Bayar harus
diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan. Apabila Wajib Pajak mempunyai
utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama dua bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Apabila
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukansetelah lewat waktu dua bulan
sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Kepala Daerah atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah meclampaui
jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Dacrah. Kadaluwarsa penagihan
pajak tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaa

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung

3.10 Ketentuan Pidana

Wajib  Pajak yang karena kealpannya, tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling
banyak dua kali jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar
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atau Udak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daeral dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua
tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang.

Tindak pidana seperti yang disechutkan diatas tidak dapat dituntut setelah
melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya

masa pajak.
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BAB IV
PENUTUP

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat yang telah
dilimpahkanNya sehingga dalam melaksanakan Praktek Kerja Nvata di Dinas
Pendapatan Dacrah Kabupaten Bondowoso dapat terselesaikan dengan baik. Dan
apabila didalam karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk laporan Praktek
Kerja Nyata ini masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan disana-sini penulis
memohon maaf vang scbesar-besarnya.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso beserta seluruh karyawan dan
semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini sehingga
penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Akhimya penulis berharap semoga laporan vang penulis susun dari hasil

Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIX

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 63121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.netid Telp. (0331) 332736

SURAT -TUGAS

No. : 3337 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugas
kan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah inj :

No. Nama NIM

7 Nugroho Edy K. 98 -1104
2. Dwi Anang Istiawan 98 — 1062
3. Dwi Cahyo Purnomo 98 — 1020

unfuk mengiluti program  kegiatan magang pada Kantor Dinas
Pendapatan Daersh Kabupaten Bondowoso, selama 30 hari terhitung
sejak tanggal  ditetapkan. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku .

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanaan dengan sebaik-
baiknya.
September 2001
ch. Toerki
524 832
Tembusan kepada Yih, :

1. Ketug Program Studi D-IUI Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Ytlyatik.ms.magang]
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PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jaian Letjen Suprapto No. 68 Telepon (0332) 421819
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421/347/438.51/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : DWI ANANG ISTIAWAN
NIM : 98-1062

Tempat / Tanggal Lahir  : Probolinggo, 18 Juni 1979
Jurusan : FISIP / D-III Perpajakan
Alamat : JI. Halmahera I1 / 17 Jember

Telah mengikuti Program Magang dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
sebagai bahan Penelitian Laporan Akhir pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan dari tanggal 24 September 2001 sampai
dengan 24 Oktober 2001 dengan hasil BAIK.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan oleh

bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 24 Oktober 2001

~ NIP. 510 063 585
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D|g|tal

INTAH

ository Unjversitas Jember

KABUPATEN BONDOWOSO

DI NAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Letjen Suprapto No. 68 Telepon (0332 ) 421819

BONDOWOSO

Kepada

Yth: Dekan llmu Sosial dan
limu Politik.
Di

Jember

Menindak lanjuti surat tugas saudara tanggal 18 September 2001, Nomor. 33354

25.1.2/pp.9/ 2001 perihal program magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso selama satu bulan, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

menetapkan pqnbaglan tempat magang sebagai berikut:

' NO TNAMA 24 sept-1 okt | 2 okt -9 okt | 100kt-18 okt | 190kt-240kt |
A A | 2001 12001 | 2001 |
1. | DWICAHYOP.W | Tata Usaha Pendaftaran | Pembukuan | Penagihan |

E Pendataan | Pelaporan '

\ Penetapan ! |
2. | NUGROHO EDY | Tata Usaha Pendaftaran | Pembukuan | Penagthan |
KOESWOYO | Pendataan | Pelaporan ' |

‘ Penetapan L

3. | DWIANANGL | Tata Usaha Pendaftaran | Pembukuan Penagihan i
' | Pendataan | Pelaporan 1
| . | Penetapan 1y -

Jam Magang:

SENIN-KAMIS: Pukul 07.00-16.00

JUM’AT

: Pukul 07.00-11.00

Demikian untuk diketahui dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di : Bondowoso
Pada tanggal : 24 OKtober 2001

KEPAL S PENDAPATAN DAERAH
[IFA “I BO’\’DO\\ (010

'\

"\__ A W

p;ﬁt‘ "!“‘ ‘{R»M

7)n,IBL DI SATRIJO

““*/. e ,PEMB[NA TK.I

NIP. 510 063 585
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Digital Repository Universitas Jember

PEMERINTAH KABUPATEN
BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JI. Letjen Suprapto No. 68
421819

SURAT KETETAPAN SETORAN
BULANAN

--------------------------------

No. Urut :

N9 001945

menetapkan bahwa :

Nama

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan ini

.................................................
.................................................
..................................................

.....................

......................

JUMLAH KETETAPAN.

HUNAN

" {SETORAN:BULANAN

JUMLAH

SELURUHNYA

Jumlah Ketetapan

Bondowaoso,

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso
Kepala Sub. Dis Penetapan

.........................

20....

NIP:

__ Model:DPDU- 19
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Digital Repaosifory Universitas Jember
PEMERINTAH KABUPATEN SURAT SETORAN 5 B
DAERAH TK.Il BONDOWOSO N2 000958
DINAS PENDAPATAN DAERAH Bulan : ... g‘*’ L e s
S N S e T Tahun L
.............................. Telp. occivveennnnan, B e T e
Nama ;... C&E"N‘} .....................................................................
Alamat .8 "?“M .................................................. AT i
NPWPD seesevenssssnasssiaritesinnoonnotBBannsessssisionilseseoee
Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulandn No.
IO, L s siviisirntmren ey o X
No. Ayat Rincian \/ - Jumiah
l G O ?0-\9’\. b, T 0 | A . o

JUMLAH RP. 261 .8co .

Dengan huruf ;

Do seutug PRCEIRTERY dﬁm vakor e

Kepada Yth.

Kantor Giro Pos, agar

Tingkatll ...,

...................................

penyetoran untuk keuntungan
rekening Pemegang Kas Daerah

......................

Ruangan untuk tercap Kas Regisfer/Tanda Tangan/

Direktur Utama BPD/Kepalg 0P BKP PEIB Sl RNk PeiRSRt KPRl RER Res.

menerima = TINGKAT 1 [ONDOWOSO

......................

Viodel : DPD Il - 20
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Digital Repository Universitas Jember

No. :

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT Il BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT IT BONDOWOSO
JI. Letjen Suprapto 68 Teip. (0332) 421819 Bondowoso

PEMBERITAHUAN PEMAKAIAN AIR

Nama
Alamat
Ijli'l‘UN.lUK METER AIR
Hari ink : m?
Bulan lilu : m?
Pemakaian air : m?
Keterangan :

................. PRI ... oo ol
Petugas Pencatat

Perhatian !

Kesempatan petugas pemeriksa meter air £ 5 menit, untuk itu pemegang ijin diminta menbaniu
mendalikan pemeriksaan.

Pengaduan masalah pemakaian yang Jirasa tidak semestinya, harus diajukan ke Kantor Dipendea Tk. 1
Bondowoso tidak lewat 3 (iga) hari dari tanggal pemeriksaan.
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Digital Repository Universitas Jember

No. :

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT Il BONDOWOSO
DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT 11 BONDOWOSO
JI. Letjen Suprapto 68 Telp. (0332) 421819 Bondowoso

P-EMBERI-TAHUAN PEMAKAIAN AIR

Nama 737‘1357{/& £S 3UumkER KleR as,
Alamat - gsk’m f}uﬁé / 7‘56;44 AM,D(SA

PETUNJUK METER AIR

£oR . 1L LoRr . 7,
Hari ink O 590 C)?éfﬁg“ LA™
Bulan lalu O3B &AAS m Ol (/8. m3.
W R Bt ey 5005
Pemakaian air : A.-36S m /58, M IXHEOX 3 in .
, = |2 O,

X400 X Lb %< 6. 200

Keterangan :

Petugas Pencatat
( %
Perhatian !

Kesempatan petugas pemeriksa meter air 5 menit, wntuk it pemegang ijin diminta membantu
memudahkan pemeriksaan.

Pengaduan masalah pemakaian vang dirasa tidak semestinva, harus diajukan ke Kantor Dipenda Tk, 11
Bondowoso tidak lewat 3 (tiga) hari dari lauggal pemeriksaan.

)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

|

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BONDOWOSO
( DINAS PENDAPATAN DAERAH )

N? 1038433

» " Sonbo Ve
Sudah terima dari ?(:‘f\\ e ; e .
Ban)’ukn)'a UanP’ 4 gim“ C\d“‘\m '\\M &mb«kn M dw ek WQ“-L‘L.
Untuk Membayar : Pajak | Rewibusi LY :
' b Aspior s,
Seri D / 98 ' Ba g A Q03|

j;llah Rp. | 400 | |

(g AT

PEMERINTAH KABUPATEN DAL RAH TINGKAT ]I BONDOWObO
( DINAS PENDAPATAN DAERAH )

N? 0039434

| : I - 5 | .
udah terima dari ' Pm\‘ ‘E‘ g\\h\bq ‘\lﬂ)! —
Janyaknya Uang Ve bclst vy gmm m PRI )
Jntuk Membayar Pajak | Retribusi LA ) — "“"‘

b Aguw o .
eri D/ 98 P T Yeptalss 20t
5 G
lumlah  Rp. N Co 1 . (‘ﬁ}_
e W

-
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PEMERINTAH KABUPATEN SURAT KETETAPAN SETORAN No. Urut :
. BONDOWOSO BULANAN :
DIKAS PENDAPATAN DAERAH ' 5
JI. Letjen Suprapto No. 68 | Bulan337gmigg-.. 510 BUIAN ..oy NO 001657
421819 :
Tahun: £ 00
0042

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso d hgan ini
menetapkan bahwa ' “

Nama : pRRUSNIAAT. £3. . SUMBER . MURNT. ... RETT
Alamat : Jh..mﬂm}ggg...gfi’...........,...........\"-i ...................

s DBCONDONCDD- -+ o v 20000 evmsnsnnsiugrashingssssssssinessnnmnns
NPWPD

.......................................................................

KETETAPAN
SETORAN BULANAN

1 009 Pongambilan AT
' - 2,365 M3 xR 400 x 20 % ' Rp 109,200,

JUMLAH SELURUHNYA

Jumiah Ketetapan

Model: DPDII - 19
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PEMERINTAH KABUPATEN SURAT KETETAPAN SETORAN No. Urut :

BONDOWOSO BULANAN ‘
DIKAS PENDAPATAK DAERAH - —
JI. Letjen Suprapto No. 68 BulagyQUSTITG..... s/d Bulan ........ g N‘Q Q 91 b 5 f )
421819 .

Tahun : .. 2003 curirnenns

0043

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan ini
menetapkan bahwa :

/

Nama : DERUSNIAAT- B9 SRDBER JURMT. c+vvvvrrrvrereslonseeeeenns
Alamat JL...ZI&ONGQ.Q..Q:}'{....A .................. Macumn |

ot BOITDOWOSO- e veeee o e s wressonnensresaannaaion.
NPWPD

.......................................................................

_JUMLAH KETETAPAN

NO: | TAHUNAN. ~ [SETORAN BULANAN

1 009 |PewommILAT M7 |
' - 1818 xR 4HPOR D9 e 12,600 ,~

JUMLAH SELURUHNYA

Jumlah Ketetapan

Model : DPO I - 19

@g vy e Parpustakaan
S3 | uERSITAS JEMGiR
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